No. 11/12/DPD Ja&a 20 April 2009

SURAT EDARAN

kepada
SEMUA BANK UMUM DEVISA

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Atas Surat Edaran Bank Inde@hgsnor 10/48/DPD
Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadapi&tu

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor Z#BI/2008 tanggal
16 Desember 2008 tentang Transaksi Valuta Asindnalzp Rupiah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 198, bedran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4945) sebagaimana telabatii dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/14/PBI/2009 tanggal 17 April 200Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahanldagan Negara Republik
Indonesia Nomor 5003), dan mempertimbangkan balalahssatu cara untuk
mencapai kestabilan nilai rupiah adalah dengan oramgi tekanan yang
disebabkan oleh upaya penyelesaian transaksi vakitey terhadap rupiah yang
telah terjadi, maka dipandang perlu untuk mengukatentuan angka 13 dalam
Surat Edaran Nomor 10/48/DPD tanggal 24 Desemb@B8 2éntang Transaksi
Valuta Asing Terhadap Rupiah yaitu huruf b, hurufdan huruf i dihapus, serta
huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g diubah, sejga angka 13 berbunyi sebagai
berikut:

13. Bank yang melakukan penyelesaian transakags@nana dimaksud dalam PBI

Pasal 13 diatur sebagai berikut:

a. Penyelesaian.




. Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud ddarRd3al 13 ayat (2)
berlaku untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiang dilakukan oleh
Bank dengan Nasabah maupun Bank dengan Bank.

. Dihapus.

. Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dd@arRd2al 13 ayat (2)

juga berlaku untuk Transaksi Valuta Asing TerhaBapiah terkait dengan

structured product baik yang dilakukan dalam rangka Kegiatan Ekspgdr

maupun yang dilakukan tidak dalam rangka Kegiatesp&r/Impor.

. Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud ddarRd3al 13 ayat (2)

dapat dilakukan dengan cara kombinasi antara paragadalam Pasal 13

ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.

. Penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana polkad&lui percepatan

penyelesaianegrly termination) atau penghentiamufwind) Transaksi Valuta

Asing Terhadap Rupiah sebagaimana diatur dalam FRBal 13 ayat (2)

huruf a, dapat dilakukan sepanjang:

1) penyelesaiannya tidak dilakukan dengan transaksctured product;
dan

2) wajib didukung dengan dokumen paling kurang berdgntrak
percepatan penyelesaian atau penghentian Trans&kdsita Asing
Terhadap Rupiah yang bersangkutan.

. Penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokta{ui restrukturisasi

kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah gaimaana diatur dalam

PBI Pasal 13 ayat (2) huruf b diatur sebagai bé&riku

1) restrukturisasi antara lain meliputi restrukturisgang terkait dengan
nilai nominal, jangka waktu, dan syarat-syaratriga

2) nilai nominal restrukturisasi paling banyak sebesalai nominal
transaksi sebelumnya yang direstrukturisasi.

3) restrukturisasi tidak dilakukan dengan menggunakamsakskstructured

product.

4) restrukturisasi..




4) restrukturisasi hanya dapat dilakukan apabila didgkdengan dokumen
paling kurang berupa kontrak restrukturisasi Trissad/aluta Asing
Terhadap Rupiah yang bersangkutan.

g. Penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana mEkgdan menggunakan
dana pinjaman dari Bank sebagaimana diatur dalamPRBal 13 ayat (2)
huruf c, diatur sebagai berikut:

1) pemberian dana pinjaman untuk penyelesaian transaksupakan
penyediaan dana yang wajib dinilai kualitasnya aedangan ketentuan
yang berlaku mengenai penilaian kualitas aktiva kbaimum dan
diperhitungkan dalam batas maksimum pemberian tkesdiuai dengan
ketentuan yang berlaku mengenai batas maksimum gréambkredit
bank umum.

2) pemberian dana pinjaman untuk penyelesaian trandaksat dilakukan
apabila didukung dengan dokumen paling kurang lzesupat perjanjian
pinjaman atau tagihan lainnya yang dapat dipersamalengan surat
perjanjian pinjaman yang memuat tujuan penggunaajaman untuk
penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupigdng
bersangkutan.

3) pelaporan pemberian pinjaman tersebut dilaporkaaloielLaporan
Bulanan Bank Umum (LBU) pada pos "tagihan lainnya”.

h. Dihapus.
I. Dihapus.
Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku gadggal 20 April 2009

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymeaman Surat Edaran

ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Rigdudbnesia.
Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA
DEPUTI GUBERNUR




